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ABSTRAK 
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kesehatan 
memperbesar perhatian mereka terhadap jasa pelayanan kesehatan. Tuntutan 
untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan nyaman semakin meningkat. 
Oleh karena itu, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan mengatur bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda dalam melakukan 
pelayanan kesehatan secara bertanggung jawab, aman, bermutu dan 
nondiskriminatif. Memelihara kepuasaan dan loyalitas pasien merupakan tuntutan 
yang harus dilaksanakan, karena dengan terpeliharanya kepuasaan dan loyalitas 
pasien maka eksistensi rumah sakit termasuk Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) bisa tetap terjaga. RSUD harus bisa memberikan pelayanan kesehatan 
yang tepat agar dapat bertahan dengan tujuan utamanya tercapai. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah (1) BagaimanaImplementasi Pasal 54 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di RumahSakit dr. H Abdul Moeloek 
?. (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat 
di RumahSakit dr. H Abdul Moeloek ?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat menurut Pasal 54 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan untuk mengetahui 
tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat menurut 
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif 
analisis yaitu memuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan 
objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang RSUD dr. H Abdul Moeloek  
Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini 
bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil obeservasi, wawancara, dan 
dokumentasi, sedangkan data sekunder  diperoleh dari Al-Qur’an, Hadis, 
Peraturan Perudang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, serta karya ilmiah 
lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis dengan 
cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis pendekatan 
induktif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa RSUD dr. H Abdul 
Moeloek telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Fiqh Siyasah yang 
baik terhadap pasien dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada, dan tidak merugikan pasien khususnya dari segi fisik, kehandalan, daya 
tanggap, jaminan dan empati. Dengan semakin tinggi tingkat pelayanan kesehatan 
maka semakin meningkat kepuasaan dan loyalitas pasien pada RSUD dr. H Abdul 
Moeloek Provinsi Lampung.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Penegasan Judul 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap 
Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan (Studi di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek Lampung)”. 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan 
maka perlu adanya penegasan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah 
sebagai berikut : 
1. Tinjauan  adalah hasil peninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidik, 
mempelajari dan sebagainya).
1
 
2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan 
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin 
Usman, implemetasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau 
adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, 
tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
3
 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua 
(Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h.105 
2
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi  Doktrin Politik, (Jakarta : 1 
Prenadamedia Group, 2014), H.4 
3
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo, (Jakarta: 
Grasindo, 2002), h.70.  
2 
 
 
Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud 
penulis dalam judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap 
Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan (Studi di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek Lampung)”.  
Adalah proses tingkat baik buruknya pelayanan kesehatan terhadap 
masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah dan penelitian di Rumah Sakit 
dr. H Abdul Moeloek Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih 
judul ini sebagai bahan penelitian, yaitu: 
1. Alasan Objektif 
Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek mungkin sudah 
baik, tetapi mungkin harus ditinjau kembali dengan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena masih 
banyaknya keluhan masyarakat atas pelayanan di rumah sakit tersebut. 
2. Alasan Subjektif 
Pembahasan yang dipilih sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas 
Syariah Jurusan Siyasah Syar‟iyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. Serta tersedianya literatur atau sumber lain seperti jurnal, 
artikel, dan data yang akan diperlukan untuk penunjang referensi kajian 
dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 
 
 
3 
 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik 
membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 
umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, 
dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 
dengan ajaran islam. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin dalam kehidupan 
masyarakat, berbangsa, bernegara yang dijalani suatu bangsa.
4
 Pelayanan 
kesehatan masyarakat ini termasuk dalam fiqh siyasah dusturiah karena diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 
Siyasah dustriyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 
perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas 
konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara 
pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di 
lindungi.
5
 
Menurut „Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan 
Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak 
asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua 
orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, 
pendidikan, dan agama.
6
 
                                                             
4 A. Dijazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta : Prenada Media, 2000), h.42 
5
 Ibid, h.177 
6
 „Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), h. 25-
40. 
4 
 
 
Rumah sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang 
merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam mendukung 
penyelenggaraan. Amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28 H 
ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan, kemudian pasal 34 ayat (3) yang berbunyi Negara bertanggung 
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak
7
. 
Dunia kesehatan yang semakin maju, peran rumah sakit sangat penting 
dalam menunjang kesehatan masyarakat. Maju atau mundurnya suatu rumah 
sakit sangat ditentukan dari keberhasilan pihak yang bekerja di dalam rumah 
sakit misalnya dokter, perawat, dan bidang lain yang bekerja di rumah sakit.  
Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang 
Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri 
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, adapun proses 
pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan 
sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, 
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balai pengobatan), pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga 
kesehatan, peralatan dan obat-obatan.
8
 
Masyarakat Indonesia kini semakin maju pemikirannya masyarakat 
sudah semakin pintar menilai sesuatu termasuk kualitas pelayanan kesehatan. 
Banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan semakin 
disorot baik itu kinerja tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan.  
Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang baik telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1) 
yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
akses atas sumber daya di bidang kesehatan” dan Pasal (2) yang berbunyi 
“Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang 
aman, bermutu dan terjangkau” 9. 
Sebagaimana penjelasan tentang hak dari pasien faktanya masih 
banyak pasien yang mengeluh kurang puas terhadap pelayanan kesehatan. 
Banyak pengakuan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan yang 
tidak sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan. 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Abdul Moeloek adalah rumah sakit 
tipe B yang terletak di Bandar Lampung Provinsi Lampung. Rumah Sakit 
Umum Daerah dr. H Abdul Moeloek merupakan Rumah Sakit rujukan 
tertinggi untuk rumah sakit di 15 Kabupaten/Kota di provinsi Lampung
10
. 
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Fasilitas pelayanan rumah sakit ini terdiri dari 600 unit tempat tidur. Fasilitas 
lainnya yaitu perpustakan, radiologi, laboratorium dan apotik. 
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Abdul Moeloek memang 
selalu ramai dikunjungi pasien karena saat ini Rumah Sakit Umum Daerah 
Abdul Moeloek merupakan rumah sakit rujukan terbaik. Akan tetapi sejarah 
dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Abdul Moeloek ini memiliki kisah 
yang kurang baik tentang pelayanannya. 
Menurut hasil wawancara sementara peneliti masih banyak pelayanan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yang terjadi 
pada seorang pasien yang bernama Ibu Romlah (60
th
), ibu tersebut merupakan 
pasien BPJS kelas 3. Pada saat pasien melakukan pengobatan di Rumah Sakit 
Umum Daerah dr. H Abdul Moeloek mendapatakan pelayanan yang kurang 
baik, yang dimaksud adalah lambatnya staf dan tenaga medis dalam memberi 
pelayanan pengobatan. Sehingga pemulihan yang seharusnya bias lebih cepat 
menjadi lebih lama. Hal tersebut terjadi  berdampak kepada efisiensi Rumah 
Sakit itu sendiri. Bahkan dapat berdampak fatal kepada pasien.
11
 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan Pasal 53 ayat (3) berbunyi “Pelaksanaan pelayanan kesehatan 
sebagaimana pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan 
nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya” dan Pasal 54 ayat (1) berbunyi 
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Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, 
aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
12
 
Merujuk pada dasar-dasar keislaman hadist dan ayat Al-Quran tentang 
orang yang bekerja secara professional adalah mereka yang menyumbangkan 
jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan Negara 
tanpa memilih-milih. Ayat yang berkaitan tentang pentingnya kualitas 
pelayanan kesehatan, salah satunya Allah berfirman dalam Q.S An Nahl Ayat 
90 
                       
                      
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 
 
Dari permasalahan diatas dapat diketahui bahwa masih ada 
permasalahan tentang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit 
dr. H Abdul Moeloek kepada pasien. Kurangnya pelayanan kesehatan ini 
berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dalam mendapatkan haknya 
sebagai pasien. Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek 
Lampung (Analisis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan). 
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D. Fokus Penelitian  
Peneliti akan melaksanakan penelitian tentang bagaimana pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek dan bagaimana tanggapan 
Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. H 
Abdul Moeloek. 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek ?  
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat 
di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek ?   
F. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 54 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat menurut Pasal 54 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009. 
G. Signifikan Penelitian 
1. Kegunaan secara teoritis 
a. Memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
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b. Untuk mengetahui tentang pandangan fiqh siyasah terhadap pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
2. Kegunaan secara praktis 
a. Memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dan pembaca untuk   
mengetahui permasalahan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap 
Undang-Undang. 
b. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna  
syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas syari‟ah 
Universitas Islam Negeri Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 
dilaksanakan.
13
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research) 
Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang 
sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada 
responden.
14
 
b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan 
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menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh 
kesimpulan.
15
 
2. Populasi dan Sampel 
  Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun 
pengukuran baik kualitatif maupun kuantitatif mengenai sekelompok 
obyek yang lengkap dan jelas.
16
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas; subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulan.
17
 Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data 
adalah para tenaga medis dan staf Rumah Sakit dr. H  Abdul Moeloek 
Lampung. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.546 orang. 
 Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian 
dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh 
sample.
18
 Sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling yang 
mana mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini 
maka penulis menetapkan siapa yang dijadikan sampel yaitu : 3 orang 
Dokter, Kepala Sub Bagian Pelayanan, 2 orang Sub Bagian Hukum dan 9 
orang pasien di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek Lampung. 
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3. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek 
yang diteliti.
19
 Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek 
penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh data primer 
dari wawancara kepada responden yang terdiri dari beberapa pihak 
yang bekerja di Rumah Sakit dr. H Abdul Moeloek provinsi  Bandar 
Lampung dan juga pasien. Selain itu juga dilakukan wawancara 
terhadap informan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan 
dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.
20
 
Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan 
bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan 
bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. 
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan 
cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.
21
 Dalam 
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penelitian  ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang 
berada di lapangan, seperti di ruang perawatan dan ruang pasien. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 
dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
22
 Wawancara 
dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak 
yang berkaitan seperti beberapa pasien dan petugas yang ada di Rumah 
Sakit dr. H Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung yang berjumlah 15 
orang. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data megenai hal-hal atau variabel 
berupa foto, catatan, rekaman dan profil RSUD dr. H Abdul Moeloek 
Tahun 2018. 
4.  Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. 
Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif 
yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit deskriptif kualitatif. 
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I. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengetahuan penulis hingga saat ini, telah banyak ditemukan 
penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat. Untuk itu penulis dalam melakukan penelitian, maka 
perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada sebelumnya yang 
berkaitan pada objek bahasan ini. 
Andika Wanda Yanti, 2018. Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negri 
Raden Intan Lampung, “Praktek Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam 
Pandangan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 
2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat”. Peneliti ini lebih fokus kepada 
pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas. Sedangkan Karya Ilmiah 
yang penulis angkat lebih berfokus pada pasien Rumah Sakit Abdul Moeloek 
dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 54 Tentang 
Kesehatan, yang didalamnya mengatur bagaimana mutu dan kualitas 
kesehatan di Rumah Sakit. 
Pradika Yezi Anggoro, 2013. Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Semarang, “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan 
Kesehatan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang”. Peneliti ini lebih fokus 
kepada beberapa regulasi yang mengatur tentang jaminan sosial terhadap 
pelayanan kesehatan bagi warga miskin khusunya di Kota Semarang 
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan Karya Ilmiah yang 
penulis teliti lebih berfokus pada bagaimana Undang-Undang Nomor 36 
Tahu 2009 Pasal 54 tentang kesehatan dan dilihat dari fiqh siyasah.  
14 
 
 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
 
A. Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Fiqh Siyasah  
Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan 
Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari 
segi bahasa istilah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan 
mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum 
agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah  
keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 
pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud 
perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh  menurut bahasa 
adalah pengertian  atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan 
dan perbuatan manusia.
23
   
Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara‟ (hukum 
islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 
dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-
dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus 
yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur‟an dan Sunnah. Jadi fiqh 
menurut  istilah adalah pengetahuan  mengenai hukum agama Islam yang 
bersumber dari al-Qur‟an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan 
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jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu 
pengetahuan mengenai hukum agama islam.
24
   
Fiqh, kata fiqh berasal dari fuqaha yaqfahu fiqhan. Secara bahasa, 
pengertian fiqh adalah paham yang mendalam”. Fiqh adalah upaya 
sungguh-sungguh ari para ulama (mujtahidi) untuk menggali hukum-
hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Siyasah, kata 
siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan 
memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu 
aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 
manusia itu sendiri.
25
  
Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan 
antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antar warga 
Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara 
dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara 
maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai 
bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian 
siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. 
Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash 
Shiddieqy. ”objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf 
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dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan 
mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari‟ah, yang kita 
tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu 
nash dari nash-nash yang merupakan syari‟ah “amah yang tetap”.26 Hal 
yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: 
“Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-
undang yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaiannya 
dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 
manusia serta memenuhi kebutuhannya”.27 Secara garis besar maka, 
objeknya menjadi peraturan dan perundang-undang, pengorganisasian 
dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat 
serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.
28
 
Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang 
objek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa 
objek kajiannya adalah: 
1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan 
landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. 
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan 
kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
29
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Sumber yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak 
berbeda dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqh 
lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid 
fiqh. Dibandingkan dengan fiqih-fiqih yang disebutkan, penggunaan 
metode ini dalam fiqh siyasah serasa lebih penting. Alasannya, masalah 
siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari‟at Al-Qur‟an dan al- 
Hadist.
30
 Secara umum dalam fiqh siyasah, digunakan sumber hukum 
seperti :  
1. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang 
utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur‟an  
merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam 
bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur‟an diyakini berasal 
dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus 
mengakui sebagai pondasi segala mavam superstuktur Islam. Para 
tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur‟an 
merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalm menentukan 
hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur‟an tidak pernah mengalami 
kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus 
berjalan. 
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2. Sunah  
 Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 
membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima secara komunal 
oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah 
laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh 
beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 
disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir 
dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi 
yang berkesinambungan.
31
 
3. Al-Qiyas 
Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat 
hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari suatu masalah, 
dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang 
berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai 
ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. 
Penggunaan Al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam 
memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak 
semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. 
Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.
32
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4. Al-Mashalahah al-Mursalah 
Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam 
mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur 
oleh syari‟at Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan 
Al-Mashalahah al-Murshalah hatus didasarkan pada hasil penelitian 
yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan 
istilah istiqra‟. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan AL-
Mashalahah al-Murshalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan 
tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.
33
 
5. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari”ah 
Dalam fiqh siyasah Sadd al-Dzariah digunakan sebagai upaya 
pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan 
Fath al-Dzari‟ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat 
untuk kemaslahatan.
34
 
4. Al-„Adah 
Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh 
siyasah adalah Al-„Adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-Adah as 
sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara‟, sedangkan al-„adah 
al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara‟.35 
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 Ibid.   
34
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5. Al-Istihsan 
Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang 
mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang  
menurutnya lebih kuat. Menurut „Ibn „Arabiy: “melaksanakan dalil 
yang kuat diantara dua dalil”.36 
6. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqiyah 
Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat 
ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. 
Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan 
kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.
37
 
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah 
Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata 
ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang 
memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Menurut 
„Abdull Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam 
perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi 
manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua 
orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, 
kekayaan, pendidikan, dan agama.
38
 
Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku 
kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah dapat kita lihat 
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di pembahasan diatas. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) 
Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, 
kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau 
pembinaan.  
Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang 
mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota 
masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) 
maupun yang tertulis (konstitusi).
39
 
Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah  adalah bagian fiqh 
siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga 
dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang Dasar 
Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), 
legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi 
dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 
tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum 
dalam siyasah  dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga 
Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.  
Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah 
yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah 
Dusturiyah yaitu keputusan kepala Negara dalam mengambil  keputusan 
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atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
40
 Oleh karena itu objek 
kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan 
yang bersumber dari al-Qur‟an, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad 
ulama, dan adat kebiasaan  suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis 
yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama 
yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi 
memenuhi kebutuhannya.
41
 
Ilmu Siyasah Dusturiyah mulai mendapat sorotan dan minat dari 
masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang 
diinginkan dalam al-Qur‟an. Banyak calon pemimpin islam sering 
menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang 
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah 
sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon 
pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW  dan 
bagaimana sistem pemerintahan dalam al-Qur‟an.42 Fiqh Siyasah 
Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 
Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dustriyah 
umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kully, baik 
ayat-ayat Al-Qur‟an maupun hadis.43 
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3. Prinsip Dusturiyah Dalam Pelayanan Masyarakat  
Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi 
rahmatan lil alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara 
meneyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani 
serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu 
maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan 
hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan 
kebahagiaan manusia seluruh, baik dunia maupun akhirat.
44
 
Salah satu kemaslahatan umat, Allah menyuruh berlaku amanah 
dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan jabatan yang didudukinya. 
Sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur‟an surat An-nisa ayat 58: 
                           
                            
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu)napabila menetapkan hukum di antara manusia supaya  
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 
 
Allah SWT memberikan bahwa Dia memerintahkan  agar amanat-
amanatitu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat 
tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT, atas hamba-
hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan 
lainnya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada 
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seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang 
menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang 
lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan 
tanpa ada bukti yang menunjukan kea rah itu. Maka Allah SWT, 
memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak 
menerimanya. 
                      
                              
            
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
   
Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara 
kalian, seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak 
akan keluar untuk selama-selamanya. Sebenarnya ketaatan itu hanya 
dalam kebaikan. 
Kaidah fiqh siyasah memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan 
atau suatukebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai 
25 
 
 
hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan 
ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah 
pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk 
sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.  
Pada dasarnya fiqh siyasah itu berkenaan dengan pola hubungan 
antara manusia yang menuntut pengaturan perundang-undangan yang 
menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan antar warga 
negara lainnya dan hubungan antar warga negara dan lembaga negara. 
Secara harfiah yang mengatur, mengendalikan, mengurus, dan 
membuat keputusan.
45
 Dan secara istilah siyasah yaitu, pengurusan 
kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.
46
 
Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu 
negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai salah satu 
wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan 
pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan daam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah. 
Salah satu unsur yang sangat penting dalam berorganisasi adalah 
kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah fungsi yang sangat 
menentukan bagi keerhasilan organisasi, terlebih lagi dalam sebuah 
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organisasi yang belum mapan atau sedang mencari bentuk yang lebih baik 
atau sedang berproses menuju perubahan.
47
 Dalam mengatur hubungan 
antara individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama 
dalam masyarakat.
48
 
Kepemimpinan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin 
di dalam menghadapi masyarakat sebagai bawahan atau kaulanya. Jelas 
disni ada unsur-unsur pemimpin itu berobyekan masyarakat, sedang 
pemimpin itu seharusnya orang yang mempunyai sifat-sifat kongkrit serta 
khusus. 
Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain adalah: 
a. Kepercayaan  
Percaya akan kebenaran dalam mencapai tujuan yang telah 
direncanakan serta ditetapkan terlebih dahulu. 
b. Cakap 
Suatu faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpindalam hal 
kecerdasan dalam hal berfikir secara kritis. 
c. Berani 
Berani mengambil keputusan serta penuh rasa tanggung jawabnya 
d. Ulet 
Kegagalan dalam suatu usaha tidak boleh putus asa, akan tetapi mereka 
harus tabah serta selalu intropeksi atau mawas diri. 
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Pemimpin dianggap sebagai figure primus inter pares dalam 
sebuah masyarakat karena dianggap memiliki kelebihan dan kebanyakan 
anggota masyarakat di lingkungan.  Dalam masyarakat modern (saat ini), 
pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai 
kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan tentang kepemimpinan, 
moralitas yang tinggi, mampu berkorban, dan bertanggung jawab. 
Pemimpin di masa depan juga bakal dohadapkan kepada sejumlah 
tantangan dan pimpinan yang diharapkan dalam situasi seperti itu 
bukanlah seorang seperti manajer, melainkan seorang yang memang 
pemimpin. 
Sebagaimana telah dijelaskan, yang berhak mengangkat khalifah 
ialah rakyat. Maka yang berhak memberhentikannya juga rakyat. Razi 
berkata "pemimpin umum itu hak rakyat, maka rakyat berhak 
memberhentikan rakyat khalifah jika dipandang perlu.”49 
Dalam membangun sebuah negara pastinya membutuhkan unsur 
yang paling penting yakni rakyat, dimana rakyat sendiri adalah kumpulan 
dari beberapa orang yang memiliki ideology yang sama dan tinggal dalam 
suatu pemerintahan yang ada. Serta memiliki kewajiban dan hak yang 
sama dalam bermasyarakat dan juga berpolitik. Namun menurut para ahli 
mendefinisikan rakyat biasanya berhubungan dengan kepentingan public 
yang secara otomatis berbeda dengan kepentingan pribadi. 
Prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, diantaranya: 
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 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 398.  
28 
 
 
a. Amanah 
b. Asas persamaan (mabda al-musawah) 
Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki 
derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-
usul ras, agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki 
kesamaan dan hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan 
dituntut melaksanakan kewajiban. 
Persamaan dalam doktrin ketatanegaran Islam adalah persamaan 
konstitusional (qanuniyyah), bukan persamaan factual (fa‟liyyah). 
Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang 
harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan 
factual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas 
intelektual, dan kekayaan. 
Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin 
persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan 
factual bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam 
menganut doktrin persamaan proposional yang terdapat dalam ajaran: 
bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya.
50
 
c. Asas tanggung Jawab Publik 
Pengertian asas tanggung jawab publik adalah pemerintah harus 
mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya. Asas tanggung jawab 
publik diambil dari doktrin ketatanegaraan yang terdapat dalam hadist 
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Nabi Muhammad SAW, “semua orang adalah pemimpin dan akan 
dimintai pertanggung jawaban. Seorang pemimpin adalah petugas 
yang dimintai pertanggung jawaban.” 
Terkait dengan pertanggung jawaban publik, negara berkewajiban 
memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi 
mereka. 
B. Pelayanan Kesehatan 
1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Menurut Siyasah Dusturiyah. 
Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, 
maupun sosial guna memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara 
harmonis, dalam keadaan jasmani, rohani, dan sosial.
51
 Anjuran menjaga 
kesehatan ini bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan 
represi (pelenyapan penyakit atau pengobatan). Secara preventif, 
perhatian islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-
sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.
52
 
Islam bukan hanya yang mengatur tentang ibadah ritual serata. 
Akan tetapi juga sebagai ideologi yang memiliki seperangkat aturan 
kehidupan, termasuk salah satu di dalamnya adalah bidang kesehatan 
yang harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib 
memenuhi tiga prinsip buku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan 
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masyarakat pertama, sederhana dalam peraturan. Kedua, cepat dalam 
pelayanan. Ketiga, professional dalam pelayanan.
53
 
Sehingga pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Natoatmojo 
adalah  sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya 
adalah pelayanan preventif dan promoted dengan sasaran masyarakat.
54
 
Upaya untuk memperoleh kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam 
bentuk: 
a. Pelayanan kesehatan promotif yaitu upaya untuk meningkatkan 
kondisi dari yang sudah baik atau sehat mejadi lebih baik atau lebih 
sehat. Upaya promotif ini tercermin dari ayat yang menjelaskan 
bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri atau merusak diri, baik 
jasmani maupun rohani. Artinya, manusia wajib memelihara 
kesehatan dan bahkan meningkatkannya.
55
 
b. Pelayanan kesehatan preventif yaitu upaya untuk mencegah atau 
melindungi dari terjadinya penyakit. Kesehatan adalah mahkota bagi 
kehidupan manusia yang harus dilestarikan. Melepaskan mahkota 
kesehatan berarti menjerumuskan hidupnya pada kehancuran. Oleh 
karena mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada mengobati. 
Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan obat mujarab yang tiada 
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duanya. Oleh karena itu, upaya preventif juga dapat dimulai dengan 
meletakkan prinsip.
56
 
c. Pelayanan kesehatan kuratif, yaitu penyembuhan penyakit itu Allah, 
tetapi apabila sesorang dalam keadaan sakit ia wajib berusaha 
menyembuhkan dengan jalan berobat. 
d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan upaya memperbaiki atau 
mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit mejadi sehat. Upaya 
rehabilitatif harus senantiasa diupayakan agar tidak jatuh kepada 
kondisi yang lebih parah atau buruk. 
Allah berfirman QS. Ar-ra‟d ayat 11:    
                            
                         
                 
 
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah 
Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 
bagi mereka selain Dia”. 
 
  Dalam pandangan hukum islam itu sendiri merawat pasien 
merupakan tugas mulia, baik secara tersurat maupun tersirat agama islam 
sangat menuntut akan hadirnya peran perawat ditengah masyarakat. Dalam 
mengabdi kepada masyarakat diperlukan kesiapan-kesiapan tertentu yang 
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harus dimiliki oleh perawat antara lain dalam menjalankan tugas harus 
memperhatikan ketelitian, kecermatan dan kewaspadaan guna 
meminimalisir resikonegatif yang mungkin akan timbul. Serta tanggung 
jawab yang tinggi dalam menghadapi segala tindakan yang dilakukan.
57
 
  Dalam pelayanan harus diberikan kepada setiap pasien yang datang 
untuk berobat adalah layaknya seseorang yang harus dimuliakan dan 
diwajibkan juga bagi kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebikan 
antara semua umat yang membutuhkan pertolongan.
58
 
  Dalam hal ini Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah fiqh yang mebahas 
tentang peraturan perundang-undangan atau konstitusi dalam islam 
termasuk di dalamnya membahas tentag pelayanan kesehatan, nilai-nilai 
yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan 
atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 
kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan 
status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya 
peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan 
manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prisip 
fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.
59
 
Antara ayat Al-Quran yang menjelaksan tentang perintah agar 
berlaku adil dan menetapkan hukum adalah QS.An-Nisa ayat 58 : 
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                          
                          
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 
 
Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat 
dibidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok 
dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap 
keluarga bahkan anak sendiri.
60
 
2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Pasal 54 
 
a. Definisi Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan menurut Pohan merupakan suatu alat 
organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan kedalam 
terminologi opersional, sehingga semua orang yang terlibat dalam 
layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, 
penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun 
manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.
61
 Pelayanan 
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kesehatan (healt care service) merupakan hak setiap orang yang 
dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya 
peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok 
atau masyarakat secara keseluruhan. Definisi pelayanan kesehatan 
menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 
(Depkes RI) yang tertuang  dalam Undang-Undang kesehatan tentang 
kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 
menigkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun 
masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan 
Nomor 36 Tahun 2009, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari 
dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:
62
 
1) Pelayanan kesehatan perseorangan (medical service) 
Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perseorangan 
secara mandiri dan keluarga atau kelompok masyarakat yang 
bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan 
kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan 
perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan 
kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik 
mandiri. 
2) Pelayanan kesehatan masyarakat (public healt service) 
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Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok 
dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif 
dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan 
pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas. 
 Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur 
dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 
2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
63
 
1) Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan atau serangkaian 
kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan 
yang bersifat promosi kesehatan. 
2) Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap 
suatu masalah kesehatan atau penyakit. 
3) Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan atau serangkaian 
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 
pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, 
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga 
seoptimal mungkin. 
4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan atau serangkaian 
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam 
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota 
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masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, 
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.   
Berdasarkan uraian diatas pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan di rumah sakit diatur secara umum dalam Undang-
Undang Kesehatan, dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara 
bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan 
nondiskriminatif.
64
 Dalam hal ini setiap orang atau pasien dapat 
memperoleh kegiatan  pelayanan kesehatan secara professional, aman, 
bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta lebih mendahulukan 
pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. 
Sedangkan mengenai stratifikasi pelayanan kesehatan secara 
umum dapat dikelompokan menjadi tiga macam, yaitu: 
1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primary Healt Service) 
Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (Basic Healt 
Service) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai 
nilai strategis untuk meningkatkan dengan kesehatan masyarakat. 
Pada umumnya pelayanan kesehatan ini bersifat rawat jalan 
(Ambulatory/out patient service). 
2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Secondary Healt Service) 
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Adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat 
inap (inpatient service) dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis 
untuk meyelenggarakan pelayanan kesehatan ini. 
3) Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (Tertiary Healt Service) 
Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan 
dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis untuk menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan. 
Berdasarkan definisi mengenai pelayanan kesehatan diatas, 
maka dapat disimpulkan pelayanan kesehatan merupakan pelayanan 
baik dilakukan perseorangan maupun secara bersama-sama dengan 
tujuan memulihkan dan menyembuhkan penyakit, meningkatkan 
kesehatan seseorang atau masyarakat.  
b. Syarat-syarat Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan 
masyarakat, untuk dapat disebut suatu pelayanan yang baik, keduanya 
harus memiliki berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok pelayanan 
kesehatan yaitu:
65
 
1) Tersedia dan berkesinambungan (available an continuous) 
Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan adalah harus 
tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan 
(continuous), artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang 
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dibutuhkan masyarakat tidak sulit untuk ditemukan, serta 
keberadaannya dalam masyarakat pada setiap dibutuhkan. 
2) Dapat diterima dan wajar (acceptable and appropriate) 
Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan 
keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 
bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan 
masyarakat, serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan 
kesehatan yang baik. 
3) Mudah dicapai (accessible) 
Ketercapaian adalah dari sudut lokasi. Pengaturan distribusi 
sarana kesehatan menjadi sangat penting untuk mewujudkan 
pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan dianggap 
tidak baik apabila terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja 
dan tidak ditemukan di pedesaan. 
4) Mudah dijangkau (affordable)  
Keterjangkauan terutama dari sudut biaya. Biaya pelayanan 
kesehatan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 
5) Bermutu (quality)  
Mutu menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan, disatu pihak dapat memuaskan 
para pemakaijasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara 
penyelenggaraan sesuai dengan kode etik serta standar yang telah 
ditetapkan. 
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c. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
Menurut Azwar secara umum penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan  memiliki kesamaan, yakni setiap masalah kesehatan 
diselesaikan melalui penerapan kemajuan ilmu tegnologi kedokteran 
serta kemajuan ilmu dan tegnologi administrasi. Pada saat ini berkat 
perkembangan ilmu dan teknologi, dan juga kehidupan masyarakat, 
bentuk dan jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan memiliki 
keragaman. Menurut Azwar keragaman bentuk dan jenis pelayanan 
kesehatan ditentukan oleh:
66
 
1) Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan sendiri atau 
bersama-sama dalam suatu organisasi. 
2) Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan 
pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan 
penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan atau 
kombinasi dari padanya. 
Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, 
kelompok ataupun masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan, 
menurut Hodgetss dan Cascio dari banyaknya variasi pelayanan 
kesehatan, secara umum pelayanan kesehatan dibedakan mejadi dua 
macam, yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan 
masyarakat. Penyelenggara pelayanan kesehatan yang utama adalah 
pelayanan kesehatan tingkat pertama atau lebih sering disebut dengan 
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pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan dasar ialah pelayanan kesehatan 
yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat pokok. 
Pelayanan kesehatan dasar mencakup pelayanan 
meningkatkan derajat kesehatan, misalnya menjaga kesehatan 
lingkungan, pencegahan, pemberantasan penyakit menular, perbaikan 
gizi masyarakat, penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan, 
melayani kesehatan keluarga dan reproduksi. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan 
adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan 
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 
kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya mewujudkan 
pelayanan kesehatan tersebut, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: 
pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan.  
d. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan 
Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum 
dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini 
menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara 
pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum 
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap 
perlindungan dan kepastian hukum pasien.  
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Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum 
diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 
2009, yaitu:
67
 
1) Pelayanan kesehatan perorangan diajukan untuk menyembuhkan 
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. 
2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok 
dan masyarakat. 
3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien 
dibandig kepentingan lainnya.  
Kemudian dalam pasal 54 Undang-Undang Kesehatan Nomor 
36 Tahun 2009 juga megatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:
68
 
1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilkasanakan secara 
bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan 
nondiskriminatif. 
2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 
penelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 
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Kata bertanggung jawab dalam Pasal 54 ayat (1) adalah 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di 
bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat bagi 
seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. Kata aman berarti kualitas dalam memberikan 
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit. 
Kata mutu berarti dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata serata 
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Kata 
merata juga berarti setiap pasien memiliki hak yang sama atas 
pelayanan kesehatan yang di selenggarakan oleh pemerintah. 
Nondiskriminatif pada Pasal 54 ayat (1) juga menunjukan bahwa tidak 
ada perlakuan berbeda sekalipun warga miskin dalam pelayanan 
kesehatan. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa pemerintah daerah 
ikut bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi warganya 
yang miskin atau tidak mampu. 
Pelayanan kesehatan ini sebenarnya juga merupakan perbuatan 
hukum, yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara 
pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit terhadap 
penerima pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas 
professional dibidang pelayanan prefentif dan kuratif untuk 
kepentingan pasien. Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) 
Undang-Undang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban 
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memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 
antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan 
pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 
Peraturan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan 
kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Kesehatan sebagai dasar dan 
ketentuan umum dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang-
Undang Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam 
penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya 
yang berkitan dengan pemeliharaan kesehatan.
69
 
Melalui ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-
Undang Rumah Sakit dalam hal ini pemerintah dan institusi 
penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, memiliki 
tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan 
mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga 
kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, 
baik melalui mekanisme akreditasi maupun penyusunan standar, harus 
berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga 
memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat 
memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, 
mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan.  
e. Pihak-Pihak yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 
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Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan 
pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, 
maupun praktek pribadi, antara lain: 
1) Dokter  
Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin 
sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan 
khusunya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum 
dan pelayanan di bidang kesehatan. pasal 1 ayat (11) Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang 
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang 
diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang 
bersifat melayani masyarakat.
70
 Seorang dokter harus memahami 
ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya 
termasuk didalamnya tentang persamaan hak-hak dan kewajiban 
dalam menjalankan profesi sebagai dokter.
71
 Kesadaran dokter 
terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri sendiri maupun 
terhadap orang lain dalam menjalankan profesinya harus benar-
benar dipahami dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban. 
2) Perawat 
Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam 
situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses 
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interaksi serta saling mempengaruhi dan dapat memberikan 
dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan.
72
 Menurut 
hasil Lokakarya Keperawatan Nasional Tahun 1983, perawat 
adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan 
bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada 
ilmu pelayanan biopsiko-sosio-spritual yang komprehensif, 
ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang 
sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.
73
 
Sebagai suatu profesi perawat mempunyai kontrak sosial dengan 
masyarakat, yang berarti masyarakat memberikan kepercayaan 
bagi perawat untuk terus menerus memelihara dan meningkatkan 
mutu pelayanan yang diberikan Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perbuatan Atas Peraturan Mentri 
Kesehatan No. HK. 02.02/MENKES/148 I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan 
definisi perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan 
perawat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.
74
 Pada proses hubungan antara 
perawat dengan pasien, pasien mengutarakan masalahnya dalam 
rangka mendapatkan pertolongan yang artinya pasien 
                                                             
72
 Mimin Emi, Etika Keperawatan Aplikasi Pada  Praktik (Jakarta: Kedokteran EGC, 
2004), h. 4.  
73
 Sri Praptianingsing, Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan 
Kesehatan di Rumah Sakit (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 25. 
74
 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013, tentang Perbuatan Atas 
Peraturan Mentri Kesehatan No. HK. 02.02/MENKES/148 I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pasal 1 ayat (1). 
46 
 
 
mempercayakan dirinya terhadap asuhan keperawatan yang 
diberikan. 
3) Bidan  
Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun 
internasional oleh sejumlah praktisi diseluruh dunia. Definisi bidan 
menurut International Confederation of Midwife (ICM) Tahun 
1972 adalah seseorang yang telah menyelesaikan program 
pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta memperoleh 
kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di 
negeri tersebut, bidan harus mampu memberi supervise, asuhan, 
dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita selama hamil, 
persalinan, dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan atas 
tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi lahir dan anak.
75
 
Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi 
abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis 
serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat 
tidak ada tenaga medis lain. 
Definisi bidan di Indonesia adalah seorang wanita yang telah 
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah 
diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan 
yang berlaku dan memperoleh kualifikasi untuk regristasi dan 
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memperoleh izin.
76
 Secara otentik Pasal 1 ayat (1) Peraturan 
Mentri Kesehatan No. HK. 02.02./MENKES/149/2010 tentang Izin 
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan yang dimaksud 
dengan bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari 
pendidikan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.
77
 Bidan mempunyai tugas penting dalam 
konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita 
sebagai pasiennya tetapi termasuk komunitasnya. Pendidikan 
tersebut termasuk anternatal, keluarga berencana dan asuhan anak. 
4) Apoteker  
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 
tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (5) apoteker adalah 
sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah 
mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
78
 Adapun tugas yang 
dimiliki oleh seorang apoteker dalam melakukan pelayanan 
kesehatan diatur dalam PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 
Kefarmasian adalah sebagai berikut: 
a) Melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk pengendalian mutu 
sediaan farmasi, pengamatan, pengadaan, penyimpanan 
pendistribusia obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep 
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dokter, pelayanan farmasi obat, serta pengembangan obat, 
bahan obat, dan obat tradisional. 
b) Membuat dan memperbaharui SOP (Standar Operational 
Procedure) baik di industry farmasi. 
c) Memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan 
oleh menteri, saat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam 
distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, termasuk pencatatan 
segala sesatu yang berkaitan dengan proses distribusi atau 
penyaluran sediaan farmasi. 
d) Sebagai penanggung jawab di industry farmasi pada bagian 
pemastian mutu (quality Assurance), produksi, dan pengawasan 
mutu. 
e) Sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian 
yaitu di apotek, di instansi farmasi rumah sakit, puskesmas, 
klinik, took obat, atau praktek bersama. 
f) Melakukan pelayanan kefarmasian di apotik untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat terhadap sediaan farmasi dalam rangka 
pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarkat. 
g) Menjaga kerahasiaan kefarmasian di industri farmasi dan di 
apotek yang menyangkut proses produksi, distribusi dan 
pelayanan dari sediaan farmasi termasuk rahasia pasien. 
Pelayanan kegiatan kesehatan dapat diperoleh mulai dari 
tingkat puskesmas, rumah sakit umum atau swasta, klinik dan 
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institusi pelayanan kesehatan lainnya diharapkan kontribusinya 
agar lebih optimal dan maksimal. Masyarakat atau pasien dalam 
hal ini menuntut pihak pelayanan kesehatan yang baik dari 
beberapa institusi penyelenggara di atas agar kinerjanya dapat di 
rasakan oleh pasien dan keluarganya, dilain pihak pemerintah 
belum dapat menerapkan aturan pelayanan kesehatan secara tepat, 
sebagaimana yang diharapkan karena adanya keterbatasan-
keterbatasan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 
dibutuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan fasilitas 
rumah sakit yang baik, tetapi tidak semua institusi pelayanan medis 
tersebut memenuhi kriteria tersebut sehingga menigkatkan 
kerumitan sistem pelayanan kesehatan dewasa ini. 
f. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan 
Hubungan hukum antara pasien dengan penyelenggara 
kesehatan dan pihak pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit, 
dokter, perawat, bidan) dalam melakukan hubungan pelayanan 
kesehatan. Pertama adalah hubungan medis yang diatur oleh kaedah-
kaedah medis. Kedua adalah hubungan hukum yang diatur oleh 
kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 
Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah 
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berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan 
pengobatan pasien demi kesembuhan pasien.
79
  
Upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit bertolak dari 
hubungan dasar dalam bentuk transaksi terapeutik. Transaksi 
terapeutik sebagai suatu transaksi mengikat antara pihak pemberi 
pelayanan dengan pasien sebagai penerima pelayanan dalam perikatan 
transaksi terapeutik tersebut. Untuk menilai sahnya perjanjian 
hubungan hukum dalam pelayanan kesehatann tersebut diatur dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata bahwa unsur-unsur syarat perjanjian dalam 
transaksi terapeutik meliputi: 
a) Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. 
b) Adanya kecakapan antara pihak membuat perikatan. 
c) Suatu hal tertentu yang di perbolehkan. 
d) Karena suatu sebab yang halal. 
Pelaksanaan dan pengaplikasian perjanjian itu sendiri harus 
dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengn ketentuan Pasal 1338 
dan Pasal 1339 KUHPerdata dan perikatan tersebut berdasarkan 
perikatan usaha yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.  
Perikatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dapat 
dibedakan dalam dua bentuk perjanjian yaitu: 
a) Perjajian perawatan, dimana terdapat keseakatan antara rumah 
sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyedikan kamar 
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perawatan serta tenaga perawatan melakukan tindakan 
penyembuhan. 
b) Perjanjian pelayanan medis, dimana terdapat kesepakatan antara 
rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan 
berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui 
tindakan medis.
80
 
Secara teoritis proses terjadinya pelayanan kesehatan diawali 
dengan keputusan pasien dan keluarganya untuk mendatangi dokter 
dan rumah sakit, kedatangan pasien dapat ditafsirkan untuk 
mengajukan penawaran (offer, aanbod) kepada dokter untuk meminta 
pertolongan dalam mengatasi masalah kesehatan yang di deritanya. 
Apabila pasien dan keluarganya menyetujui untuk menjalani pelayanan 
kesehatan di rumah sakit, maka rumah sakit bersedia untuk 
memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, maka hak 
dan kewajiban pasien dan rumah sakit timbul sejak pasien masuk ke 
rumah sakit dan sepakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 
Pasien dengan segala kewajibannya yang telah ditentukan oleh 
rumah sakit berhak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi 
penyakit pasien tersebut. Dalam perjanjian ini kewajiban rumah sakit 
adalah melakukan penyediaan fasilitas perawatan yakni sarana alat 
kesehatan, dokter, tenaga kesehatan dengan tujuan memberikan 
pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien. 
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Perjanjian yang dilakukan antara pasien dan pemberi pelayanan 
kesehatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dijadikan tolak ukur 
berdasarkan syarat sah terjadinya perjanjian antara pasien dan pemberi 
pelayanan kesehatan berdasarkan perjanjian terapeutik yang 
melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan 
upaya penyembuhan. 
Secara umum dalam hubungan hukum antara penyelenggara 
pelayanan kesehatan dengan pasien ialah upaya penyembuhan bukan 
merupakan perikatan hasil melainkan perikatan usaha secara maksimal 
dan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian yang hasilnya belum 
pasti. Sebaliknya pasien juga harus memberikan informasi secara jelas, 
lengkap dan jujur kepada dokter terkait dengan penyakit yang di 
deritanya. Sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman antara kedua 
belah pihak guna tercapainya tujuan pelayanan kesehatan yang lebih 
optimal. 
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